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P U T U S A N 
Nomor  3712 K/Pdt/2025 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai 

berikut dalam perkara antara: 

1. NURAINI PURWANINGSIH;  

2. GIAN STYADI WIJAYA; 

keduanya bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi, 

Nomor 44, RT 03, RW 09, Kelurahan Sudiroprajan, 

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H., 

M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum 

pada Kantor Hukum Oentoeng Sutedja & Associates, 

beralamat di Jalan Bima Sakti, Blok AB, Nomor 30, Soba 

Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024; 

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Tergugat II; 

1. WALI KOTA SURAKARTA, yang diwakili oleh Respati 

Achmad Ardianto selaku Wali Kota Surakarta, 

berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 2, 

Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;  

2. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA, 

yang diwakili oleh Drs. Agus Santoso, M.M., selaku Kepala 

Dinas Perdagangan Kota Surakarta, berkedudukan di 

Komplek Balai Kota Surakarta, Jalan Jenderal Soedirman, 

Nomor 2, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta; 

3. KEPALA PENGELOLAAN PASAR GEDE SURAKARTA, 

yang diwakili oleh Listianto selaku Kepala Pengelolaan 

Pasar Gede Surakarta, berkedudukan di Komplek Pasar 
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Gede, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kelurahan 

Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; 

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeni 

Apriliawati, S.H., M.P.S., M.Eng., dan kawan-kawan, Para 

Pegawai pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Surakarta, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 

2, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 

Maret 2025; 

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tergugat V; 

L a w a n 

ANDY SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Radjiman 

338, RT 002, RW 006, Kelurahan Penumping, Kecamatan 

Laweyan, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 

Tedjo Kristanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan 

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tedjo Kristanto, S.H. & 

Partners, beralamat di Jalan Beruang AD 3 Solo Baru, RT 001, 

RW 008, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 11 April 2025; 

Termohon Kasasi dahulu Penggugat; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri 

Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum; 
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3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengalihkan Sertifikat Hak 

Pakai Kios Pasar Gede Nomor 12 dan 13 kepada Tergugat I yang 

sekarang menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan 

Sertifikat Hak Pakai Nomor 511.2/183/I/GD/2022 adalah tidak sah 

menurut hukum; 

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V 

yang menyebabkan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Kios Nomor 12 dan 13 

Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 

511.2/183/I/GD/2022 adalah tidak sah menurut hukum; 

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak untuk 

menempati dan mendapatkan Sertifikat Hak Pakai Kios Nomor 12 dan 13 

Pasar Gede Surakarta; 

6. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai 

Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 

511.2/183/I/GD/2022 atas nama Nuraini Purwaningsih; 

7. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo sebagai dasar dalam 

penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Andy Santoso (Penggugat) 

yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III; 

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan 

dari perkara a quo sebesar Rp830.000.000,00 secara tanggung renteng; 

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul 

dari perkara ini; 

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat 

masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: 

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II: 

1. Kompetensi absolut; 

2. Kompetensi relatif; 

Eksepsi Tergugat III: 

1. Kompetensi absolut; 

2. Legal standing (personae standi in judicio); 
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Eksepsi Tergugat IV: 

- Kompetensi absolut 

Eksepsi Tergugat V: 

1. Error in persona; 

2. Kompetensi absolut; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan 

Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya 

memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi dahulu 

Tergugat I Dalam Konvensi; 

2. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi dahulu Penggugat Dalam 

Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

3. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dahulu Penggugat Dalam 

Konvensi Andy Santoso untuk membayar kerugian yang diderita oleh 

Penggugat I Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat I Dalam Konvensi 

sebesar Rp994.473.600,00 dengan seketika dan sekaligus kepada 

Penggugat I Dalam Rekonvensi dahulu Tergugat I Dalam Konvensi; 

4. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dahulu Penggugat I Dalam 

Konvensi Andy Santoso untuk mengosongkan kedua kios Pasar Gede 

Kota Surakarta yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo; 

5. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dahulu Penggugat I Dalam 

Konvensi Andy Santoso untuk membayar seluruh biaya perkara yang 

timbul; 

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan 

absolut dan kewenangan relatif yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, 

Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 

200/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 9 Desember 2024, yang amarnya sebagai 

berikut: 

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; 
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2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan 

dalam perkara a quo; 

3. Menetapkan ongkos perkara ditangguhkan sampai dengan adanya 

putusan akhir; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri 

Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt., 

tanggal 16 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; 

Dalam Konvensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum; 

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengalihkan Sertifikat Hak 

Pakai Kios Pasar Gede Nomor 12 dan 13 kepada Tergugat I yang 

sekarang menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan 

Sertifikat Hak Pakai Nomor 511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah 

menurut hukum; 

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V 

yang menyebabkan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Kios Nomor 12 dan 13 

Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 

511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah menurut hukum; 

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak untuk 

menempati dan mendapatkan Sertifikat Hak Pakai Kios Nomor 12 dan 13 

Pasar Gede Surakarta; 

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Rekonvensi: 

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

- Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar ongkos perkara yang 

hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta 

lima puluh lima ribu rupiah) 
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Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 

dengan Putusan Nomor 127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Maret 

2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan 

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 

2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik I 

Nomor 13/Pdt.Kas/2025/PN Skt juncto Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt., yang 

dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut 

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2025; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Maret 

2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan 

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 

2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik 

Nomor 13.B/Pdt.Kas/2025/PN Skt juncto Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt., 

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan 

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 

2025; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dalam Akta 

Permohonan Kasasi Elektronik I yang diterima pada tanggal 9 April 2025 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon 
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Kasasi I meminta agar: 

- Menerima permohonan kasasi beserta dengan seluruh memori kasasi dari 

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Maret 

2025, Nomor 127/PDT/2025/PT SMG juncto Pengadilan Negeri Surakarta 

tanggal 16 Januari 2025, Nomor Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt.; 

Dengan mengadili sendiri dan memutuskan dalam amar putusan: 

Dalam Eksepsi: 

- Mengabulkan seluruh eksepsi Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II; 

Dalam Konvensi: 

- Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ 

Terbanding atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon 

Kasasi tidak dapat diterima; 

Dalam Rekonvensi: 

- Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I 

dan II/Para Pembanding; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, untuk 

membayar seluruh biaya perkara yang timbul; 

Bahwa terhadap memori kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi 

Elektronik I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori 

kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya 

memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari 

Para Pemohon Kasasi I; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dalam Akta 

Permohonan Kasasi Elektronik II yang diterima pada tanggal 10 April 2025 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon 

Kasasi II meminta agar: 

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 

2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya; 

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 127/PDT/ 

2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025 dengan segala akibat hukumnya; 
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Mengadili Sendiri: 

Dalam Konvensi: 

Dalam Eksepsi: 

- Mengabulkan seluruh eksepsi Para Pembanding dahulu Para 

Pembanding dahulu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk 

seluruhnya; 

- Menyatakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri 

Surakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menolak seluruh gugatan Terbanding dahulu Penggugat atau 

menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima; 

- Menyatakan penerbitan sertifikat hak pakai yang dilakukan Pembanding 

sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

- Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat dan Turut Terbanding dahulu 

Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini, dengan segala 

akibat hukumnya; 

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul di dalam 

perkara ini; 

Bahwa terhadap memori kasasi dalam Akta Permohonan Elektronik 

Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori 

Kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya 

memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari 

Para Pemohon Kasasi II; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat: 

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena 

setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi masing-masing tanggal 9 April 

2025 dan tanggal 10 April 2025, dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 April 

2025 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 
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- Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat II 

yang mengalihkan Surat Hak Penempatan (SHP) atas Kios Nomor 12 dan 

13 menjadi atas nama Tergugat I, padahal telah disepakati sebelumnya 

bahwa Penggugat yang berhak atas kios tersebut yang merupakan 

pembagian dari kios milik almarhum ayah Penggugat dan Tergugat II, 

serta perbuatan Tergugat III, IV, dan V yang menerbitkan Surat Hak 

Penempatan (SHP) atas nama Tergugat I tanpa melakukan pengecekan 

kelayakan adalah perbuatan melawan hukum; 

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat 

Hak Penempatan (SHP) Nomor 511.2/182/1/GD/2022 dan Surat Hak 

Penempatan (SHP) Nomor 511.2/183/1/GD/2022 atas Kios Nomor 12 dan 

13 agar dinyatakan tidak sah dan dicabut dimana Surat Hak Penempatan 

(SHP) bukanlah sesuatu yang diwariskan melainkan diperoleh dengan 

cara mengajukan permohonan dan Surat Hak Penempatan (SHP) juga 

memiliki jangka waktu 3 tahun sehingga harus selalu diperbaharui; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) merupakan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III dimana 

terdapat ketentuan terbaru berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang berbunyi "Setiap 

pedagang dilarang: memiliki SHP lebih dari 1 dalam 1 pasar, dikecualikan 

untuk usaha lembaga keuangan dan perdagangan grosir sesuai dengan 

kondisi pasar", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat tidak 

pula dapat menuntut agar terbit Surat Hak Penempatan (SHP) untuk 2 

kios yaitu Kios Nomor 12 dan 13 atas nama Penggugat; 

- Bahwa oleh karena objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat IV cc. Tergugat III yang merupakan 

pejabat pemerintah, maka gugatan a quo merupakan kewenangan dari 

PTUN, terlebih Penggugat juga menuntut agar Tergugat Ill dan Tergugat 

IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dimana berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa 
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Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan 

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

(onrechtmatige overheidsdaad) mengatur bahwa "perkara perbuatan 

melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

(onrechtmatige overheidsdaad), merupakan kewenangan peradilan tata 

usaha negara”.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: NURAINI 

PURWANINGSIH dan kawan, dan Para Pemohon Kasasi II: WALI KOTA 

SURAKARTA dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah Nomor 127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025 

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

200/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 16 Januari 2025, serta Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan 

disebutkan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak 

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilan; 

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. 

NURAINI PURWANINGSIH, dan 2. GIAN STYADI WIJAYA., dan Para 

Pemohon Kasasi II: 1. WALI KOTA SURAKARTA, 2. KEPALA DINAS 

PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA dan 3. KEPALA 

PENGELOLAAN PASAR GEDE SURAKARTA tersebut; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 
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127/PDT/2025/PT SMG, tanggal 18 Maret 2025 yang menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt., 

tanggal 16 Januari 2025; 

MENGADILI SENDIRI: 

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang eksepsi kompetensi absolut; 

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan 

mengadili gugatan a quo; 

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., 

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. 

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo 

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para 

pihak. 

 

 Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis, 

 

                           ttd./                                                           ttd./   

 

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. 

 

                    ttd./  

 

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. 
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                                                                                  Panitera Pengganti, 

 

                                                                                             ttd./  

 Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

   

Biaya-biaya Kasasi: 
1. M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp  10.000,00 
2. R  e d  a  k  s  i…………….. Rp  10.000,00 
3. Administrasi kasasi……….. Rp480.000,00 
             Jumlah  ……………… Rp500.000,00 
 

Untuk salinan 
MAHKAMAH AGUNG RI 

a.n. PANITERA 
PANITERA MUDA PERDATA  

 
 

Ditandatangani secara elektronik 
 

ENNID  HASANUDDIN 
NIP. 195907101985121001 

  

 

 

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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